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Standar Pelayanan



Dasar Hukum
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Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan

2. SOP Pelayanan Sidang Terpadu

Peringatan Pencatatan dan pendataan

No. Aktivitas

A Layanan Informasi Biasa
Satpam/ 

Petugas
Resepsionis Pendaftaran Ketua Waktu

1 2 3 4 5 6 8

1 Masyarakat Permohonan Pelayanan
2 Menit

2 Memnerima Permohonan Pelayanan

3 Menit

3 Menginstruksikan Untuk

Mempersiapkan Segala Sesuatu

yang Terkait dengan Permohonan

Pelayanan

4 Menginformasikan Ke Petugas

Resepsionis Untuk Memproses Lebih

Lanjut 10 Menit

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung

SOP Standar Pelayanan

Kualifikasi pelaksana

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama
2. SMA Sederajat yang mampu mengoperasikan komputer;

Undang-undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMK/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan 

PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012

Output

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan /  

Perlengkapan

Peralatan, Komputer, ATK, Kendaraan, Buku 

Pedoman APM Badilag, dan Peraturan-peraturan 

Lainnya.

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakir
Register Informasi

Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKM-NY/SK/VI/2009 

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;

Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengaduan 

(Whistelblowing System ) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 

017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMK/SK/VII/2006 Tentang Pelaksaan 

Pengawasan di lingkungan Peradilan;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMK/SK/VII/2007 Tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMK/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi di Pengadilan;

Permohonan

9

Nomor Antrian 

Nomor Antrian 

7

Nomor Antrian

Nomor Antrian

PMH



5 Melaporkan Kepada Ketua

5 Menit

6 Petugas PTSP Menyerahkan Hasil

layanan kepada Pencari keadilan

2 Menit

Waktu yang diperlukan : 22 menit

Hasil Layanan

Hasil Layanan

Hasil Layanan

Hasil Layanan


